
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N
Nomor          :   900.1.7.1/Kep.1269    -BKAD/2023
Lampiran     :   3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN PEWABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAII TAHUN ANGCIARAN 2024

BUPATI  CIREB0N,

Meninbang      :      a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3),  ayat  (4)
huruf  c,   ayat   (6)   dan   Pasal   10   Peraturan   Pemerintah
Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan   Keuangan
Daerah, perlu menunjuk Pejabat yang diserahi tugas sebagai
Pengguna  Anggaran  pada  Satuan  Kelja  Peran9kat  Daerah
yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kelja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat                  1. Undang-Undang      Nomor      14      Tahun      1950      tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Dalan  Lingkungan  Ffropinsi
Djawa     Barat       (Berita       Negara     Republik     Indonesia
tanggal 8 Agustus  1950)  sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1968 tentang Pembentuhan
Kabupaten    Purwakarta    dan    Ifabupafu   S`ibang   dengan
mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1950  tentang
Peinbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    1968    Nomor   31,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah
beberapa      kali,       terakhir      dengan      Undang-Undang
Nomor   6    Tahun    2023    tentang   Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Kerja  menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856) ;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

•3.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2022  tentang     Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757) ;

4.  Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran          Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I+embaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Cirebon  Nomor  171  Tahun  2021  tentarig
Sistem    dan    Prosedur    Pengelolaan    Keuahgan    Daerah
Pemerintah       Kabupaten    .   Cirebon        (Berita       Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MErm"sEN:

:   Menunjuk pejabat yang diserahi tugas sebagal Pejabat Pengguna
Anggaran       pada       Satuan       Kelj a       Peran9kat       Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tereantum `dalam Lanpiran
yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Keputusan ini.

:   Pejabat     sebagaimana     dimaksud     pada     Diktum     KESATU
mempunyal tugas sebagal berikut :
a.   menyusun RKA-SKPD;
b.   menyusun DPA-SKPD;
c.   melakukan  tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran  atas

beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan ;
d.   melaksanakan anggaran SKPD yang dipinpinnya;
e.   melakukan   pengujian   atas   tagihan   dan   memerintahkan

pembayaran;
f.    melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
9.   mengadakan ikatan/peljanjian kelja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.   menandatangani SPM;
i.    mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.    menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;
k.   mengawasi pelaksanaari anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1.    menetapkan pprK dan 'PPK-SKPD;
in.  menetapkan pQjabat lainnya dalam  SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
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j.    menyusun dan menyampaihan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k.   mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1`.    menefapkan FffiE dan PPK-SKPD;
in.  menetapkan  pQjabat lalnnya dalam  SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
n.   melaksanakan   tugas    lainnya   sesuai    dengan    ketentuan

pera`turan p`erundangundengan;
o.   menyusun anggaran ]ras SKPD;
p.   melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
q.   menyusun dokumen Naskah Peljanjian Hibah Daerah (NPHD);
r.   menyusun dokumen pemberian Bantuan sosial;
s.   menyusun dektlmen permintaan pengesahan pendapafan den

belanja  atas  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   tidak
dilakukan    melalui   Rekening   Kas   Umum    Daerah,    BUD
melalflikan  pe.ncafa.tan  dan  pe.ngesahan  Pe`nerimaen   dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

t.    menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

KETIGA             :  Keputusan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal` ditetapkan.

Ditetapkan di     Sumber
padatanggal 28   Desember   2023

B.U_PATI CIREB0N,

IMRON

Tembusan :
1.   Yth. \GHbear±ur.JawaBarat:;
2.   Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4.   Yth. Plmpinan PI`. Bank bjb Cabang Sumber.



LAMPIRAN        :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL    :
TBNTANG    :

900.1.7.1/Kep.1269    -BKAD/2023
28    DEBEMBER    2023

PENUNJUKAN  PFUABAT  PENGGUNA  ANGGARAN
PADA    SATUAN    KERIA    PERANGKAT    DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PFUABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NO SATUAN KERIA NAMA /  NIP JABATAN

1 2 3 4
1 Dinas Pendidikan H. RONIANTO, S.Pd., MM. Kepala Dinas

197011211999031006 Pendidikan
2 Dinas ifesehatan dr. Hj. NENENG rIASANAH, MM. Kepala Dinas

19730323 200312 2 005 Kesehatan
3 Dinas PekeH.aarl Umum dan Ir. IWAN FusKI Kepala Dinas

Tata Ruang 19660223  199303  1 004 Pekeljaan Umum danTataRuang

4 Dinas Perumahan, Kawasan Ir. ADIL PRAYITNO, MT Kepala Dinas
Permuhiman dan Pertanahan 19660330 199403  1 00 Perumahan, KawasanPermukimandanPertanahan

5 Satuan Polisi Pamong Praja H.  IMAM USTADI,  S.Si.,  M.Si. Komandan Satuan
196811211996031002 Polisi Pamong FTaja

6 Dinas Pemadani Kebakaran M. FERY AFRUDIN, S.STP. Kepala Dinas
dan Penyelamatan 19770419199603  1001 Penladam KebakarandanPenyelamatan

7 Badan Penanggulangan Dr.  DENI NURCAHYA, ST, M.Si. Kepala Badan
Bencana Daerah 197110212005011003 PenanggulanganBencanaDaerah

8 Dinas Sosial Dra INDRA FITRIANI, MM. Kepala Dinas Sosial
19690110198803 2 001

9 Dinas Ketenagakeljaan NOVI HENDRIANTO, S.STP. M.Si. Kepala Dinas
197911231998101001 Ketenagakerjaan

10 Dinas Ketahanan Pangan dan Drs. ERUS RUSMANA, M.Si Kepala Dinas
Perikanan 196907161990061001 Ketchanan PangandanPerikanan

11 Dinas Lingivngan Hidup rwAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos. Kepala Dinas
197312241993031002 Lingkungan Hidup

12 Dinas Kependudukan dan H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas
Pencatatan Sipil 196702081994031013 Kependudukan danPencatatanSipil

13 Dinas Pemberday- NANAN ABDUL MANAN, S.STP,M.Si Kepala Dinas
Maeyarakat dan Desa 198007031998101 col PemberdayaanMasyarakatdan Desa

14 Dinas Pengendalian Hj.  ENI SUHAENI, SKM, M.Kes. Kepala Dinas
Penduduk, Keluarga 19680124199203 2 003 Pengendalian
Berencana, Pemberdayaan Penduduk, Keluarga
Perempuan dan Perlindungan Berencana,
Anck PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak

15 Dinas Perhubungan Drs.  H. ASDULIAH. SA, MM. Kepala Dinas
196402031990091001 Perhubungan

16 Dinas Komunikasi dan BAMBANG SUDARYANTO, SH. Kepala Dinas
Informatika 19781024 2006041015 Komunikasi danInformatika

17 Dinar Koperasi dan Usaha Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si. Kepala Dinas
Kecil dan Menengah 19670410199301  1001 Koperasi dan UsahaKecildanMenengah

18 Dinas Penanaman Modal dan DEDE SUDI0NO, ST, M.Si. Kepala Dinas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 197004212003121004 Penanaman ModaldanPelayananTerpaduSatuPintu
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.1. 2 3 4
19 Dinas Pemuda dan Olahraga IKIN ASIRIN, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Pemuda

196604201996021001 dan Olahraga
20 Dinas Kebudayaan dan Drs. ABRAIIAM MOHAMAD, M.Si. Kepala Dinas

Patwisata 19651009198602  1007 Kebuday- danFatwisata

21 Dinas Kearsipan dan Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si. Kepala Dinas
Pexpustakaan 196502141984121002 Kearsipan danPerpustakaan

23 Dinas Pertanian ALEX SUHERIYAWAN, M.Pd.I. Kepala Dinas
19750710 200801  1002 Pertain

24 Dinas Pndagangan dan DADANG RAIMAN, S.Pd. Kepala Dinas
Perindustrian 19741120 2000031006 Perdagangan danPerindustrian

25 Sekretariat Daerah Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd. Sekretaris Daerah
196801111990031002

26 Seketariat DPRD ASEP PAMUNGRAS, S.P., MP. Sekretaris DPRE
19650909 199303 1 006

27 Badan Perencanaan DANGI, S.Si., M.Sc. Kepala Badan
Pembangunan, Penelitian dan 197311011998031006 Perencan-
Pengembangan Daerah Pembangunan,PenelitiandanPengembanganDaerah

28 Badan Keuangan dan Aset SRI WIJAYAWATI, S.Sos. ,M.Si. Kepala Badan
Daerch 19740530  199803 2 005 Keuangan dan AsetDaerah

29 Badan Pendapatan Daerah Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. Kepala Badan
19641014  198503  1004 Pendapatan Daewh

30 Badan Kepegawalan dan H. HENDRA NIRMALA, S.SOS. M,Si. Kepala Baidan
Pengembangan Sumber Daya 196810221988031001 Kepegawalan dan
Manusia PengembanganSumberDayaManusia

31 Inspcktorat Drs. rvAN EDrvANA, MM., M.Si. Inspcktur
196612091993121 cO2

32 Badan Kesatuan Bangsa dan Dra.  Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si. Kepala Badan
Politik 19660810198709 2 001 Kesatuan Bangsa danPolitik

33 Kecamatan Waled ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd. Cinat Waled
19680419199203 2 008

34 K-atan Ciledug WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. Carat Ciledug
196703061989111001

35 Kecamatan I,osari H. MUKIAS, S.Sos., M.Si. Camat I.osari
196903191989031011

36 Kecamatan Pabedilan Drs. MOCH. YUSUF` HERMAWAN Camat Pabedilan
19671215198703  I cO4

37 Kecalnatan Babakan Drs. ASEP NURDIN Carat Babakan
197201171992021003

38 Kecamatan Gebang Drs. IMAN SANTOSO, M.Si. Carat Gebang
196812161990061001

39 Kecamatan Karangsembung SUJATMOKO, SP., MP. Cfroat
19750226 200604 1 cO7 K-gsembung

40 Kecalnatan Lemahabang YUYUN KUSUMAWATI, S.STP, M.Si. Carat Lemahabang
19771015199702 2 001

41 Kecamatan Su sukanlebak CIARMIN, S.Pd. Camat Susukanlebak
197211101996031001

42 Ke-tan Sedong SUPARMAN, S.Sos, ST, MM. -t Sedon8
197212301999011001

43 Kecamatan Astanajapu ra H. SUHARTO, ST., Msi. Carat Astanajapura
19660601  199803  1003

44 Kecamatan Pangenan BAMBANG SETIADI, SE. CkLmat Pangenan
196612171996031004

45 Kecamatan Mundu H. ANWAR SADAT, S.Sos.,M.Si. Cinat Mundu
196601061991031010



1 2` 3 4
46 Kecamatan Beber RATNA RARTIRA, S.AP, M.Si. Camat Beber

19680706199307 2 001
47 Kecamatan Talun ABDUL ROUP, SH., M.H. Carat Talun

19740404 201001  1012
48 Kecamatan Sumber H. TEGUH SUPRIYADI, S.Sos. Ck-t Sumber

19670422  198803  1 007
49 Kecamatan Dukupuntang ADANG SURYANA, S.Sos. Carat Dukupuntang

197103121995031001
50 Kecalnatan Palimanan Drs. H. KUSDIYONO Camat Palimanan

196811121990101001
51 Kecaniatan Plumlron SUKANA, S.SITP, MM. enat Plumbon

19811022 2000121002
52 Kecanatan Depok SUND DEWI, S.Sos. Carat Depok

19701031199010 2 001
53 Kecalnatan Weru HEVAZI ALDAIIARY, S.Sos, M.Si. Carat Weru

19781207 2009021001
54 Kecamatan Kedawung MOH. FIRDAOS AGIH, ST, MM. Carat Kedawung

19770504 2006041011
55 Kecamatan Gunungjati H. ABDUL AJID, S.Sos. Carat Gunungjati

196908231990091001
56 Kecamatan Kapetakan ADITYA ARIF MAUIANA, SSTP. Carat Kapetakan

19830429 2001121003
57 Kecamatan Klangenari Drs. DEDI SUSILO, MM. Camat mangenan

196810291988031003
58 Kecamatan Aq. awinangun DEDI EF`ENDI, S.Sos,.MM. Carat Aljawinangun

196711051988031005
59 Kecamatan Panguragan H. YONO PURNOMO, S.Sos. M.Si. Carat Panguragan

197112151992021002
60 Kecanatali Civaringin DEDI SAMANHUDI, SE., M.Si. Carat Gwaringin

196801151998031003
61 Kecamatan Susukan AUGUST PENTRISTIANTO, S.STP. Carat Susukan

197508121996031002
62 Kecanatan Gegesik TRI ANGGA RIYADHIMANSYAH, S.STP. Carat Gegesik

19830805 2cO1121002
63 Kecaniatan Kaliwedi HARDOMO, AP., MM. Carat Kaliwedi

197401021993111001
64 Kecamatan Karangwareng F`IQIH BUDIANSYAH,  S.T. Camat Karangwareng

19810802 2010011007
65 Kecamatan Tengah Tani TEDy TRI suslro, s.sTp. CaLmat Tengah Tani

197910211999121001
66 Kecanatan Gempol SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp. Carat G€mpol

196912191998021001
67 Kecamatan Pasaleman Dr. H. AGUSTIANA, SH.,MH. Camat Pasaleman

196808161989011001
68 Kecamatan Plered DINDIN WAHYUDIN R., S.Sos, M.Si Ck-t Plered

197002071990061001
69 Kecamatan Pabuaran DEDI SUPARDI, S.Sos. Calnat Pabuaran

19670928  199303  1 006
70 Kecanatan Greged Drs. ROKHMAN Carat Greged

19670109198703  1003
71 Ke-tan Janblang CARSONO, AP., MM. Camat Janblang

197401141994121001
72 Kecamatan Suranenggala MASRUKHIN, S.STP. Carat Suranenggala

19821016 2001121003

BUPATI CIREBON,

IMRON
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PEMERINTAH RABubATEN CIREBON                    I

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304406

SUMBER                                           45611

Kepada
Dari

NOTA Dms

Yth. Bupati Cirebon
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor      :   900.1.7.1/1915/Perbend
Tanggal   :    19 Desember 2023
Lampiran:    1  (satu) berkas
Perihal    :   Permohonan penandatangan Keputusan Bupati cirebon mengenai

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipermaklumkan  dengan  bahwa  berdasarkan  ketentuan
Pasal 125 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan pemerintah       Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  dinyatakan
bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan
dengan   pengelolaan   keuangan   sebelum   dinulainya   tahun
anggaran berke-.

Sehubungan  hal  tersebut  bersama  ini  kalni  sampaikan
draft   Surat   Keputusan   Bupati   tentang  penjunjukan   pejabat
pengelola   keuangan   daerah   Tahun   Anggaran   2023   untuk
mendapat pengesahan Bapak,  yang terdiri dari :
1.   Keputusan  Bupati  tentang  Penunjukan  Sekretaris  Daerah

Selaku Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah          Tahun
Anggaran 2024;

2.   Keputusan  Bupati  Tentang  Penunjukan  Bank  Bjb  Cabang
Sumber Sebagai Penyimpanan Kas Daerah Taliun    Anggaran
2024;

3.   Keputusan Bupati Tentang Penetapan  Nomor Rekening Kas
Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah Dan Kas Pengeluaran
Daerah pada Bank Bjb cabang sumber       Tahun Anggaran
2024;

4.   Keputusan  Bupati  tentang Penunjukan  Pejabat Yang  Diberi
Wewenang Sebagal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

5.   Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi'I\lgas   Sela]ai   Kuasa   Bendahara   Umum   Daerah   Tahun
chggaran 2024;

6.   Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan
Dana Taliun Anggaran 2024;

7.   Keputusan  Bupati Tentang Penunjukan  Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani surat penyediaan Dana     Tahun
Anggaran 2024;

8.   Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Tugas      Untuk      Menandatangani      Surat      Keterangan

ZZ]
Penberhentian Pembayaran Tahun Anggarari 2024;
Keputusan  Bupati  Tentang  Penunjuhan  Pejabat  Pengguna
Anggaran      Pada      Satuan      Kelja      Peran8kat      Daerah
Tahun Anggaran 2024;

® i Efa       Dckumen ini telah ditandatangani secara elekhaik yang diferbitken oleh BaLai serffikasi E.Iektronik (EisrE), BSSN
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Tahun Anggaran 2024;

11.Keputusan      Bupati      tentang      Penunjukan      Bendahara
Penerinaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening
Pada satuan Keria peran9kat Daerah             Taliun Anggaran
2024;

12.Keputusan      Bupati      tentang      Penunjukan      Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Penetapan  Rekening  Pada  Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah
Taliun Anggaran 2024;

13. Keputusan  Bupati  Tentang  Penunjukan  Bendahara  Dana
Bantuan   Operasional   Kesehatan   (B0K)   Pusat   Kesehatan
Masyarakat  Di Kabupaten Cirebon  Tahun Anggaran 2024;

14. Penetapan  Rekening  Satuan  Pendidikan  Dalam  Penyaluran
Dana    Bantuan    Operasional    Sekolah,    Dana    Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikali Anak Usia Dini dan
Dana   Bantuan   Operasional   Penyelenggaraan   Pendidikan
Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;

15. Penunjukan  Penanggung Jawab  Dana  Bantuan  Operasional
Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan
Oleh Pemerintah  Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;

16. Keputusan   Bupati  tentang  Penunjukan  Bendahara   Dana
Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri
Yang  Diselenggarakan  Oleh  Pemerintah   Kabupaten  Cirebon
Tahun Anggaran 2024;

17. Penetapan  Rekening  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan
GOK)  nlsat  Kesehatan  Masyarakat  Di  Kabupaten  Cirebon
Tahun Anggaran 2024;

18. Penunjukan   Kepala   Puskesmas   Selaku   Kuasa   Pengguna
Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

19.Penunjukan   Ft.   Bank   Negara   Indonesia   Kantor   Cabang
Pembantu    Sumber    Sebagal    Penyimpan    Dana   Bantuan
Operasional  Kesehatan Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Tahun
Amggaran 2024;

20. Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran
2024-

Demikian  agar menjadi maldum  atas  perkenannya kami
sampaikan terima kasih.

KEPAIA BADAN KEUANGAN
DAN ASRT DAERAI+

KABUPATEN CIREB0N,

SRI VIJAYAWATI. S.Sos.` M.Si.
Pthbina

NIP.  19740530  199803 2 005

Temtusan :
Yth.  Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

®|ELha       Dokumen ini telah ditandetangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balaj serdikesi Elektronik (BsrE), BSSN


